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KEPUTUSAN MENTERIAGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERIAGAMA REPUBLIK INDONESIA
“emmbang bahwa dalam rangha meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur

pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan
pencgerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat

: diadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta i
sekitarnva,
| : . a
“lengingal [ Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
o~ Nasional,
S N Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
— craturany Pemerintah N.'unm 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
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Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang  Kedudukan,
mgsi. Kewenangan,  Susunan Organisasi dan Tata Kerja
n vang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun

Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas.
usunan - Organisasi dan Tata  Kerja  Instansi Vertikal
Departenagn Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden
\umn: Slahun 2002,
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
_ nusi. Kewenangan, Susunan  Organisasi dan Tata  kerja
= Departenien Agama,
Keputusan \ILH[CII Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah  Departemen Agama Provinsi dun
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
5 Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan
alas - Keputusan - Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang
Kedudukan,  Tugas. Fungsi,  Susunan Oreanisasi dan Tata  Kera
Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
' Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;



10, Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Pcrubahan
atas keputusan - Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Madrasah Tsanawiyah Negeri:

Memperhatikan © Persctujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor -
445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250
(DUA RATUS LIMA PULUIH) MADRASAL .

Pertama ; Menegerikan 250 madrasah  scbagaimana  tercantum dalam lampiran
keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
I Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah:
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah:
. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

oy Kedua : Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah
et Ibtidaiyah Negerizscbagai berikut
btidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang

MENGESAH KRANJuGH Sckolal Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam

. facnd .
Salinan JFot Copy sesuslagkunga Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung
Aslini i Jjawab kepgda Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq.

Meden, si Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sckolah

Scksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan

: Pendid adeasah
Eremsons DTS
0. Madrasah tidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan

dan pengajhran Agama Islam sckurang-kurangnya 30 % scbagai mata
pelajaran I;"‘cﬁlsar disamping pendidikan dan pengajaran umum,sclama 6
.. SH M fahun bagi gnak-anak yang berumur sckurang-kurangnya 6 tahun.

NAO 193 Untuk mﬂmvclcnggamk:m tugas tersebut pada angka 2 Madrasah

S trrdatyatr-Negeri mempunyai fungsi:
a) Mclaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kuri-
— kulum yang berlaku;
- b) Meclaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik:

¢) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik:
d) Mclaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk
perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
a. Kepala Madrasah;
b. Petugas Tata Usaha;
c. Guru;
d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan scluruh
kegiatan pendidikan di madrasah.
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6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha
dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium
scrta tugas-tugas lain yang dibebankan olch Kepala Madrasah.

7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di
sckolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan prakick di
laboratorium dan bimbingan prakteck mengajar.

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan
bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid

9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur
dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut olch Dircktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah
Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:
|. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang
pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang bereiri khas Agama Islam
dalam lingkungan Dcparlemen Agama, yang berada dibawah dan
bertanggung  jawab kepada Kepala Kantor Departemen  Agama
ten/Kota Cq. Kepala Scksi Madrasah dan Pendidikan Agama
ada Sckolah Umum atau Scksi Kependidikan Agama Islam dan
dayaan Masjid,
ah  Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan
kan dan pengajaran Agama Islam sckurang-kurangnya 30 %
mata peclajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran
sclama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang
1L
menyclenggarakan tugas terscbut pada angha 2, Madrasah
iyah Negeri mempunyai fungsi :
laksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama
uai dengan kurikulum yang berlaku;
laksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
¢) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua  siswa  dan
masyarakat;
d) Meclaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk
Perpustakaan dan Laboratorium.
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4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
S a.  Kepala Madrasah;
e b. Kepala Urusan Tata Usaha;
¢. Guru; '
d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan scluruh
kegiatan pendidikan di-madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata

usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Labora-
torium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di
sckolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktck di
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laboratorium dan bimbingan praktck mengajar

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan
bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.

9. Hal-hal pclaksanaan tugas Madrasah Tsanawivah Negeri yang belum
diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Dircktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam.

Keempat ; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah
Aliyah Negeri sebagai berikut :
|. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana tcknis di bidang
pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam
lingkungan Dcpartemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala
Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sckolah Umum
atau Bidang lain;

<. viadrasan - Zfliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan
MENGESAHKAY Q2" o8 mempiyal fe aksanakan p |
dan’ pengajgran Agama Islam sckurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi
:‘:mm FRGL Ty sesupngan I\/*Ia rasah Tsanawiyah atau yang sedcrajat.
shiny o . . . '
Py 3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2. Madrasah Aliyah

B N mergpunyai fungs,:l . ‘ |
- ] Koy B0 onsahay vMedalsdpakan  pendidikan  tingkat - Aliyah/menengah  atas  sesuai

b) Meclaksat
c) Mcmbirk
A o ¢ MAsYatakgaL,
f-- ~d) Melaksarjakan tata usaha dan rumah tangga sckolah termasuk
1) Perpustakaan dan Laboratorium.,
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
a. Kepala Madrasah;
b. Kepala Urusan Tata Usaha;
c. Guruy;
d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan,
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan
Laboratorium scrta tugas-tugas lain yang dibebankan olch Kepala
Madrasah.
Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di
sckolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di
laboratorium dan bimbingan praktck mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan
bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
0. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur
dalam Keputusan ini, diatur lcbih lanjut oleh Dircktur Jenderal
-Kelembagaan Agama Islam

kan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
hubungan  kerjasama  dengan  orangtua  siswa  dan
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Kelima 2 Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan -

. Madrasah Aliyah Negeri adalah scbagai berikut:

1. Kepala Madrasaly bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
Kegiatan semua ungur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
Madrasah Tsanawiyal Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberika:
bimbingan scrta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-

MENGESAHKA Y melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan

Salinan /Fo 0 v sendieiathhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
Aslins s 3. SctidpFunsur dj lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah
Medao, = —Feumaiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan
An gz o e e -'r":t %ﬁcrﬂa.t 1 petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
b y LN ;-.ani.' . ‘E‘I‘qm mclaksanakan tugasnya semua unsur dj lingkungan Madrasah
Ibtidaigah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah
Negeri crtangpung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
8% ' cKctcntudnllcbih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah
e 7 swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi
i Asmpilaksanad keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan
Agama [slam, -
Ketujuh : Scjak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477

c:

buah dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
3. Madrasah Aliyah Negeri - 646 buah;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan,

Jakarta
30 Desember 2003

Ditetapkan dj

Lemt g NMAnadrerol, Doc.



